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PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 4 TAHUN 2007 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJAPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang  

Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung dan guna tertibnya 

administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung sebagai Perangkat Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung mempunyai tugas memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada huruf a  

dan b , perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   

Nomor 108,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik   

Indonesia   Nomor 4548); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2002 Nomor 4 Seri D); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

dan 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  PROVINSI  KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung. 

2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi  
Kepulauan  Bangka Belitung. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan 

perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 

serta menegakkan Peraturan Daerah. 

7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah 

yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam 
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan 

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan 
Keputusan Kepala Daerah. 

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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9. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan. 

10. Represif non Yustisial adalah tindakan yang memaksa 
kepada masyarakat dalam upaya mematuhi ketentuan 

hukum yang berlaku. 

11. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan 

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan 

tentram, tertib dan teratur. 

12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, 

diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai 
dengan fungsi dan keahliannya. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

 
Pasal 2 

 
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas 

 
Pasal 3 

 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman  dan  ketertiban umum, 
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan 

Kepala Daerah. 
 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

 
Pasal 4 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja  mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan 
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan/Keputusan Kepala Daerah; 
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b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum di daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan/Keputusan Kepala Daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala 

Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik   
Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; 

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan 

mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan 
Kepala Daerah. 

 
 

BAB III 
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Bagian Pertama 

Wewenang 
 

Pasal 5 
 

Polisi Pamong Praja berwenang : 

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan 

hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban 
umum; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau 
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah; 

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga 
masyarakat atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan 
Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.  

 
 

Bagian Kedua  
Hak 

 
Pasal 6 

 
Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai 

dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan. 
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Bagian ketiga  

Kewajiban 
 

Pasal 7 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib : 

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi 

manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan 
berkembang di masyarakat; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 

yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan 
ketertiban umum; 

c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya 
atau patut diduga adanya tindak pidana; 

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut 
diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 

dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. 
 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri  
dari : 

a. Kepala; 

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan: 

1). Sub Bagian Program dan Humas; 

2). Sub Bagian Umum; 

c. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan: 

1). Seksi Patroli dan Operasi; 

2). Seksi Pendataan dan Pelaporan; 

d. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan: 

1). Seksi Pengembangan Personil; 

2). Seksi Penyuluhan dan Sarana Prasarana; 

e. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, membawahkan: 

1). Seksi Pemeriksaan; 

2). Seksi Penyidikan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja  

sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

BAB V 
TATA KERJA 

 
Pasal 9 

 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas 
operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan 

penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 10 

 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan 

kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

Pasal 11 
 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan 

Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, 

membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan 

dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 12 
 

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. 

BAB VI 
KERJA SAMA DAN KOORDINASI 

 
Pasal 13 

 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas 

dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu 
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dan saling menghormati dengan mengutamakan 

kepentingan umum dan memperhatikan hirarki, kode etik 
profesi dan birokrasi. 

 
Pasal 14 

 
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja 

mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota. 

 

BAB VII 
PEMBINAAN 

 
Pasal 15 

 
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

(2) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional dan 

peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja. 
 

BAB VIII 
JABATAN FUNGSIONAL 

 
Pasal 16 

  
Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang 

penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 17 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 4 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung  Nomor 3)  tetap berlaku, kecuali Pasal 10 huruf d. 

 
Pasal 18 

 
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 

sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 

Gubernur. 
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Pasal 19 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

                                                                    
Ditetapkan di   Pangkalpinang 

pada tanggal 15 Maret 2007 

 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 

 

A. HUDARNI RANI 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 15 Maret 2007 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

           dto 

 

             SUHAIMI M. AMIN 

 

 

 

LEMBARAN  DAERAH  PROVINSI  KEPULAUAN  BANGKA BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI  D 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                                                  LAMPIRAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                                                                                                                                         PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
                            NOMOR    4   TAHUN 2007 

                                                                                                                                                                                                                         TANGGAL 15  MARET 2007 

KEPALA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGIAN TATA USAHA 

BIDANG PENGEMBANGAN 
KAPASITAS 

BIDANG PEMERIKSAAN DAN 
PENYELIDIKAN 

BIDANG PENGENDALIAN 
OPERASIONAL 

SEKSI  
PENGEMBANGAN PERSONIL 

SEKSI  
PEYULUHAN DAN  

SARANA PRASARANA 

SEKSI  
PATROLI DAN OPERASI 

SEKSI PENDATAAN  
DAN PELAPORAN 

SEKSI  
PEMERIKSAAN 

SEKSI  
PENYIDIKAN 

SUBBAG UMUM SUBBAG PROGRAM DAN 

HUMAS 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 

 

A. HUDARNI RANI 
 
  


